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Pegawai ASN

ASN
PNS

4.209 Juta
PPPK

• Berstatus pegawai tetap;
• Memiliki NIP secara nasional;
• Menduduki jabatan pemerintahan;
• Melaksanakan tugas pemerintahan;
• Pengadaan usia paling rendah 18 tahun dan 

paling tinggi 35 tahun;
• Gaji berdasarkan Perundang-Undangan.

• Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai
kebutuhan instansi dan ketentuan UU

• Memiliki NIP secara nasional;
• Menduduki jabatan pemerintahan;
• Melaksanakan tugas pemerintahan;
• Pengadaan usia paling rendah 20 th. Dan paling 

tinggi 1 th. sebelum pension;
• Setiap tahun diberikan kesempatan

mengembangkan kompetensi;
• Gaji berdasarkan Perundang-Undangan.

1. Berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara

2. Jalur karir professional yang mendorong perwujudan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;

3. Pelaksana penyediaan layanan publik yang berkualitas prima, dengan efisien dan secara

konsisten yaitu melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan;

4. Bebas dari pengaruh/intervensi golongan dan partai politik



PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN 
PERJANJIAN KERJA (PPPK)

warga negara Indonesia yang 

memenuhi syarat tertentu, 

yang diangkat berdasarkan

perjanjian kerja untuk jangka

waktu tertentu dalam rangka

melaksanakan tugas

pemerintahan



kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang

Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi
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sekelompok
Jabatan tinggi
pada Instansi
Pemerintah

sekelompok Jabatan
yang berisi fungsi
dantugas berkaitan
dengan pelayanan
publik serta
administrasi
pemerintahan dan 
pembanguna

sekelompok Jabatan
yang berisi fungsi
dantugas berkaitan
dengan pelayanan
fungsional
yangberdasarkan pada 
keahlian dan 
keterampilantertentu

JPT JF JA

JENIS JABATAN
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Keadaan Data per 27 Juni 2022

JENIS JABATAN FORMASI SUBMIT VERIF TMS VERIF MS HADIR CAT
TH 
CAT

LULUS 
PG

TL 
PG

LULUS 
FORMASI

Kementerian Agama Eks
THK-II 9459 9152 8 9144 9047 97 7411 1636 7411
Umum 9459 9152 8 9144 9047 97 7411 1636 7411
Dosen 4 4 0 4 4 0 4 0 4
Tenaga Kependidikan 9455 9148 8 9140 9043 97 7407 1636 7407

Grand Total 9459 9152 8 9144 9047 97 7411 1636 7411

STATISTIK PPPK
KEMENTERIAN AGAMA
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HASIL KELULUSAN 
KEMENTERIAN AGAMA
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Jenis Jabatan Lainnya

Tenaga Administrasi

Tenaga Kesehatan

CPNS
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FORMASI 1.361

KELULUSAN 1.298

MENGISI DRH 1.298

APS 0

USUL MASUK 1.298

NIP/BTL/TMS 1.298/0/0

SK CPNS 1.298

Seleksi CPNS

56,02%

Seleksi PPPK

FORMASI 9.459

KELULUSAN 7.411

MENGISI DRH 7.381

APS 19

USUL MASUK 7.377

NIP/BTL/TMS 7.155/1/0

SK PPPK 4.880

Keadaan Data per 27 Juni 2022

HASIL KELULUSAN 
KEMENTERIAN AGAMA
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JF

• JPT utama tertentu 

• JPT madya tertentu.

JPT

Jabatan lain

❖bukan merupakan Jabatan struktural
tetapi menjalankan fungsi manajemen
pada Instansi Pemerintah.

❖bukan JA atau bukan JPT pratama
namun dapat disetarakan dengan JA 
atau JPT pratama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.

JABATAN
YANG DAPAT DIISI PPPK



Jabatan yang 
kompetensinya tidak

tersedia atau terbatas di 
kalangan PNS

Jabatan yang diperlukan 
untuk percepatan 

peningkatan kapasitas 
organisasi

Jabatan yang diperlukan 
untuk percepatan 
pencapaian tujuan 
strategis nasional;

Jabatan yang 
mensyaratkan sertifikasi 

teknis dari organisasi 
profesi;

bukan Jabatan di bidang rahasia negara, 
pertahanan, keamanan, pengelolaan 

aparatur negara, kesekretariatan negara, 
pengelolaan sumber daya alam, 

pengelolaan keuangan negara, dan 
hubungan luar negeri; 

bukan Jabatan yang menurut 
ketentuan  Undang - Undang, 

Peraturan Pemerintah, dan 
Peraturan Presiden harus diisi 

oleh PNS

JENIS JF YANG DAPAT DIISI PPPK



Jabatan
yang 

kompetensi
nya tidak
tersedia

atau
terbatas di 
kalangan

PNS

Jabatan 
yang 

diperlukan 
untuk 

percepatan 
peningkata
n kapasitas 
organisasi

Jabatan 
yang 

diperlukan 
untuk 

percepatan
pencapaian 

tujuan 
strategis 
nasional

bukan 
Jabatan 

yang 
berkedud

ukan 
sebagai 

PPK atau 
PyB 

bukan Jabatan di 
bidang rahasia 

negara,pertahanan
, keamanan, 
pengelolaan 

aparatur negara, 
kesekretariatan 

negara, 
pengelolaan 

sumber daya alam, 
pengelolaan 

keuangan negara,

bukan Jabatan 
yang menurut 

ketentuan 
Undang -
Undang, 

Peraturan 
Pemerintah, 

dan Peraturan 
Presiden harus 
diisi oleh PNS

Kriteria JPT Utama Tertentu dan JPT Madya Tertentu
yang Dapat diisi di PPPK
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Jabatan yang disetarakan dengan JA / JPT 
pratama (dapat berupa penyetaraan kedudukan
jabatan/penyetaraan hak keuangan dan fasilitas
sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan-)

bukan Jabatan di bidang rahasia negara, 
pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur
negara, kesekretariatan negara, pengelolaan

sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, 
dan hubungan luar negeri

Jabatan yang diperlukan untuk percepatan

peningkatan kapasitas organisasi

bukan Jabatan yang menurut ketentuan

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan

Peraturan Presiden harus diisi oleh PNS.

Jabatan yang diperlukan untuk
percepatan pencapaian tujuan

strategis nasional;

bukan Jabatan yang berkedudukan
sebagai PPK atau foB



Jabatan pada 
Instansi

Pemerintah yang

merupakan
satuan kerja
organisasi

Jabatan yang tugas
dan fungsinya
memberikan

dukungan teknis
pada anggota

lembaga

Non struktural

Jabatan yang tugas dan 
fungsinya memberikan

dukungan teknis
manajemen pada 

lembaga nstruktural
dan kesekretariatan

lembaga negara

Jabatan pimpinan pada PTN  
pada Kementerian yang 

menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang

Dikti/kementerian yang 
menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang agama, 
kecuali yang membidangi

keuangan, kepegawaian, dan  
BMN

Jabatan
pimpinan pada 

rumah sakit milik

pemerintah
daerah

Jabatan pada 
lembaga 

penyiaran publik
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DAFTAR NAMA JF YANG 
DAPAT DIISI PPPK











TERIMA KASIH


